
BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 55 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 

1304/DPPA/20 13, terdapat 

Anggaran 2013 Nomor 

perubahan aJokasi bantuan 

keuangan dari Pemerinta h Provinsi Jawa Tengah kepada 
Pemerinta h Kabupaten Banyumas sehingga pendapalan 

dan belanja daerah Kabupaten Banyumas pada Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun Anggaran 2013 mengaJami perubahan; 

b. bahwa agar tambahan a lokasi bantuan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat 

dilaksanakan maka Pera turan Bupati Nomor 28 Tahun 
2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 

2013; 

c. ba hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks ud 
dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapka n 

Peratura n Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa ten Banyumas 

Tahun Anggaran 20 13 ; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Oaerah-Daerah Kabupaten daJam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; 
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3. 

4. 

5 . 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

U ndang-U ndang 

Perbendaharaan 

Nomor 

Negara 

1 Tahun 2004 

(Lembaran Negara 

ten tang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Leml;)aran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana te lah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tah un 2004 tentang Pemerintahan Daera h 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

9. Un dang-Undang Nomor 33 Tah.un 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daaerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah an Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



l l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tenta ng Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpina n dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tenta ng 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Ta mbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4577); 
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18. 

19. 

20. 

21. 

Peraturan Pemerinta h Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba ra n Negara Republik 

Indones ia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan da n Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

Peraturan Pemerinta h Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan da n Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang 

Pedoman Pengelolaan I<euangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pcmberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumbcr dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; 

25. Peraturan Daerah I<abupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 

Nomor 3 Seri E); 

/ 



26. 

27. 

28. 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 
Nomor 4 Seri E); 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 

2013 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 

(Lembaran Daerah Ka bu paten Banyumas Tahun 2013 

N omor 7 Seri A); 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Seri A); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 20 13 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan 

berjumlah Rp. 
Rp. 1.740.000.000,00 

rincian sebagai berikut : 

dan Belanja Daerah 

2.305. 755. 970.527,00 

sehingga menjadi Rp. 

Tahun Anggaran 2013 semula 

bertambah sejumlah 
2.307.495.970.527,00 dengan 

l . Pendapatan 

a . Semula 

b. Bertambah 

Rp. 

Rp. 

l.977.940.828.075,00 

1.740.000.000,00 

Jumlah Pendapatan setelah 

Peru bah a n 

Rp 

2. Bela nja 

a. Semula 

b. Bertambah 

Rp. 

Rp. 

2.305. 755. 970.527,00 

1.740.000.000,00 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 

(Defisit) setelah Perubahan 

Rp. 

Rp. 

l .979.680.828.075,00 

2.307.495.970.527,00 

(327 .815.142.452,00) 
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3. Pembiayaan 

a . Penerima an 

1) Semula 

2) Be rta mbah 

Rp . 

Rp. 

349.315.142.452,00 

0 ,00 

J umla h Penerimaan setelah 
Pe ru baha n 

Rp. 349.3 15. 142 .452,00 

b. Pengelu a ran 

1) Semula 

2) Bertamba h 

Rp 

Rp 

21.500.000.000,00 

0 ,00 

Jumlah Pengelu a ra n sete la h 
Peru ba h a n 

Jum la h Pem b iayaan Neto se telah 
Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Angga ra n 
setela h Perubahan 

Pasa l 2 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

21.500 .000.000,00 

327.815.142.452,00 

0 ,0 0 

Pe nja ba ran Perubaha n Anggara n Penda patan dan Selanja Daerah sebagaimana 
dima ks ud d a lam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dala m lampiran yan g merupakan 
bagian tidak terp isahka n d a ri Pe ra tura n Supati ini. 

Pasal 3 

Pada saat Peratura n Supa ti ini mulai berla ku, Pera turan Bupati S anyumas Nomor 
28 Tahun 2 013 te nta ng Penja baran Perubahan Anggaran Pendapatan dan S elanja 
Daera h J<abupa ten Sanyumas Tahun Anggaran 20 13 (Serita Daerah I<a bupaten 
Ba nyum a s Ta hun 201 3 Nomor 28) dicabut da n dinyatakan tida k belak u . 

Pasal 4 

Pera tura n Bupati ini mula i be rla ku pada tangga l d iu ndangkan. 

Agar set ia p orang m engetahuinya, memerinta hkan pengundangan Peratura n Bupati 
in i dengan penempatannya d a la m S erita Daerah I<abupa ten Banyuma s . 

Dlundangkan di }'ur okerto 

Pada Tanggal ..... 1...4.I.D£c .... 2.Q.IJ .. 
. . SEKRl::T.t\RIS D/\E;(.ul KAJJUPATEN BA 

SAPTON0 , M. Si. 
Pembina t a ma Muda 

, NI P , 196 4011 6 19 9003 1 009 Ii 
l .'"~:·, ~·r~.'ia !iABlfPi\Ttil a,~'IYll11.~~-T:\•!:·~~~}. !C'',IO~I! s~ J 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 1 4 DEC 2013 

BUPATI BANYUMAS, 

~ 
ACHMAD HUSEIN 

/. 


